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ABSTRAK
Peran sewa menyewa dekorasi pernikahansangatlah penting guna untuk memeriahkan acara pertemuan atau perkumpulan pesta pernikahan. Maka pihak yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan dengan pihak pengelola sewa menyewa dekorasi pernikahanmelakukan perjanjian hubungan kerja sama berupa sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan. Sewa menyewa terdapat perjanjian ijab dan kabul yang disepakati oleh kedua belah pihak. Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan atau melaksanakan suatu akibat hukum pada objeknya. Tipe Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala- gejala lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini bahwa Implikasi hukum covid-19 dalam perjanjian sewa menyewa dekorasi pernikahan menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata bahwa para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya. Akibat hukum dari overmacht yang disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19 bahwa menggunakan asas pacta sunservanda.
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ABSTRACT
The role of renting wedding decorations is very important in order to enliven the meeting or gathering of the wedding party. So the party who wants to hold a
wedding with the rental manager for renting wedding decorations enters into a cooperative relationship agreement in the form of leasing wedding reception equipment. The lease includes an agreement and acceptance agreement which is agreed by both parties. The term agreement in Islamic law is called a contract. Akad is a meeting of Ijab and Kabul as a statement of the will of two or more parties to give birth or carry out a legal effect on the object. The type of research used is normative research or library research. Library research, namely research conducted by examining library materials or secondary materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Judging from the form of this research, including descriptive research. Descriptive research is research that is intended to provide research material that may be about humans, conditions or other symptoms. Based on the background description and discussion of this research, the legal implications of covid-19 in the rental agreement for wedding decorations according to article 1338 of the Civil Code that the parties to the contract are free to make agreements, whatever the content and whatever form. The legal consequences of overmacht caused by the covid-19 pandemic are using the pacta sunservanda principle.
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PENDAHULUAN
Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan kemunculan virus baru yang diumumkan oleh World Health Organization (WHO) yang diberi nama SarsCov 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) dan nama penyakitnya dikenal dengan Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) yang awal kemunculannya di Kota Wuhan, China akhir tahun 2019. Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) tidak hanya menyerang Negara China saja akan tetapi dengan waktu yang sangat cepat dan singkat, Covid-19 mampu menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Negara Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada dua orang yang positif terpapar Covid-
19.1 Sejak taggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) sebagai
coordinator kesehatan umum internasional menyatakan bahwa Covid-19 termasuk dalam keadaan pandemi global atau pandemi yang terjadi di seluruh dunia dan pada tanggal 28 Januari 2020 Pemerintah telah menetapkan Wabah Corona Virus
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https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/13515461/masa-darurat-bencana-akibat- viruscorona-diperpanjang-hingga 29-mei, diakses tanggal 12 Juni 2022
atau Covid-19 sebagai Bencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB No. 9.A tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Dikarenakan penularan COVID-19 melalui kontak langsung manusia ke manusia maka WHO (World Health Organization) menganjurkan untuk melakukan Physical Distancing.
Peran sewa menyewa dekorasi pernikahansangatlah penting guna untuk memeriahkan acara pertemuan atau perkumpulan pada sebuah pesta pernikahan. Maka pihak yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan dengan pihak pengelola sewa menyewa dekorasi pernikahanmelakukan perjanjian hubungan kerja sama berupa sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan. Dalam sewa menyewa tersebut terdapat perjanjian ijab dan kabul yang disepakati oleh kedua belah pihak. Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan atau melaksanakan suatu akibat hukum pada objeknya.2
Dengan diadakannya suatu perjanjian maka para pihak yang melakukan perjanjian menerima segala akibat hukum yang timbul yakni adanya ikatan yang sangat erat antar pihak. Ikatan yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban baik secara sepihak maupun secara timbal balik. Yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan hukum subyektif kepada subyek hukum. Kewenangan untuk berbuat sesuatu itulah yang disebut hak. Dengan kata lain hak adalah tuntutan sah, agar orang lain bersikap tidak dengan cara-cara tertentu.3 Hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak merupakan suatu hubungan hukum yang terjalin antar pihak. Dimana diharuskan adanya pemenuhan prestasi sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya. Suatu akad yang telah dibuat dapat dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Selain tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) karena tidak mendapatnya sebuah izin dari pihak yang berwenang seperti pemerintah.

2 Syamsul Anwar, 2007. Hukum Perjanjian Syari‟ah Studi Teori Akad Dalam Fikih Mu‟amalah.
Jakarta: Raja Grafindo Persada h. 68.
3 Dudu Duswara Machmuddin, 2001. Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa, Bandung: Refika Aditama, h. 53
Perjanjian atau perikatan diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang berbuyi; “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” dari pengertian tersebut dapat dikatahui bahwa perjanjian dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang mana kedunya memiliki kebutuhan atau kepentingan yang berbeda satu sama lain dan dicoba untuk dipertemukan dengan adanya perjanjian atau perikatan kemudian timbulah suatu kewajiban antara para pihak Dimana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan dipihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Timbulnya suatu perjanjian karena adanya suatu kesepatan atau persetujuan antara para pihak. Menurut pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum perdata perjanjian yang dilakukan haruslah memenuhi 4 (empat) syarat agar dapat memenuhi ketentuan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah (1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak, (2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) Adanya objek, (4) Adanya kausa yang halal4 Fungsi kontrak sendiri adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Adapun fungsi kontrak yang dikemukan oleh Mark Zemmerman yaitu: “Bagi orang-orang barat, kontrak adalah dokumen hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian diantara para pihak, dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaianperselisiahn itu.
Adapun perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan mudah melalui perundingan di anatra para pihak sendiri (karena memakan wakttu dan tenaga yang tidak sedikit, mereka akan menyelesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Isi kontrak itu akan dijadikan dasar oleh hakim untuk menyelesaikan pertikaian itu”5 Perjanjian atau perikatan seringkali digunakan pada kegiatan bisnis atau suatu transaksi yang memiliki tujuan untuk menghindari dan menjauhi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan memberi kepastian hukum dan kejelasan
4 Salim, Abdullah, 2019. Wiwiek Wahyuningsih Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar Grafika, h. 9
5 Ibid, h.14
hak dan/atau kewajiban masing-masing pihak yang harus diakukan atau harus tidak dilakukan. Oleh karena itu banyak dari subjek hukum yang melakukan kegiatan bisnis akan membuat perjanjian dan dituangkan pada hitam diatas putih atau sering disebut dengan kontrak. Sehubungan dengan hal tersebut, jika salah satu hak atau kewajiaban tidak memnuhinya maka salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi menurut Subekti berarti kelalian atau kealpaan5 , sedangkan pada “pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum perdata” yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi periaan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” Dalam penggantian kerugian diatas harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan kelalaian dalam perjanjian. Jika pihak yang melakukan kelalaian tersebut bisa membuktikan bahwa hal tersebut terjadi karena keadaan memaksa, maka penggantian biaya atau ganti rugi tidak harus dipenuhi.
Terjadinya force majeure disebabkan karena bencana alam atau non-alam baik dari pihak passion sewa menyewa dekorasi pernikahanitu sendiri dan/atau dari pihak customers. Hal tersebut tertera pada surat perjanjian yang juga sebagai alasanalasan yang dapat membatalkan suatu perjanjian dan telah disetujui oleh para pihak sebelumnya. Sehingga perjanjian tersebut dijadikan sebagai undang- undang yang mesti di patuhi oleh kedua belah pihak seperti yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum perdata pasl 1338. Dan pada perjanjian tersebut dikatakan sah karena adanya kesepakatan, adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian, adanya suatu prestasi yang akan dilakukan oleh pihak-pihak, serta tidak ada sebab yang dilarang oleh undangundang, seperti yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal 1320. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Implikasi Hukum Covid-19 dalam Perjanjian Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Menurut Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum perdata”
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini bila di tinjau dari sudut sifatnya, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kalau di pandang dari sudut bentuknya maka penelitian ini juga termasuk penelitian preskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.6 Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.7 Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Implikasi Hukum Covid-19 dalam Perjanjian Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip- arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang: Implikasi Hukum Covid-19 dalam Perjanjian Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.8 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan

6 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 25
7 Soerjono Soekanto. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers, Jakarta, hlm.234-235
8 Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.
mempelajari Implikasi Hukum Covid-19 dalam Perjanjian Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa from dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan. Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung gugatkan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Implikasi hukum covid-19 dalam perjanjian sewa menyewa dekorasi pernikahan menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.
Sewa menyewa dekorasi pernikahan melakukan negosisi atau musyawarah dengan 20 customers yang telah melakukan kesepakatan pada tahun 2019 dan diakibatkan oleh covid-19 acara pesta penikahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Atas hasil musyawarah ata negosiasi yang telah dilakukan dengan cara online (video call/ zoom metting) atau offline (bertemu secara langsung dengan customers) maka kedua belah pihak setuju untuk merubah tanggal pelaksanaan acara pesta pernikahan hingga keadaan lebih membaik, dan mengurangi kapasitas para pihak yang akan terlibat atau hadir dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Akan tetapi bukan berarti ketika keadaan sudah mulai membaik pihak sewa menyewa dekorasi pernikahan tidak menyediakan upaya lain untuk melindungi setiap orang yang terlibat, seperti tersedianya tempat cuci tangan dan handsanitizer, wajib menggunakan masker, serta menjaga jarak satu sama lain. Negosiasi yang dilakukan tersebut pihak sewa menyewa dekorasi pernikahan juga menjamin bahwa pelaksanaan acara pesta penikahan sesuai dengan apa  yang menjadi hasil musyawarah
tersebut sudah mendapat izin dari setiap aparat yang berwenang, seperi surat izin pada satuan tugas covid-19 (satgas covid-19), dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sehingga dapat terlaksanakan dengan baik. Negosiasi atau membuat perjanjian baru tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal 1338 yang berbunyi: “suatu persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditariik kembali selain dengan kesepaktan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.”
Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yaitu:
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang. Apabila syarat sah perjanjian tidak dapat di penuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bawa letak kekuatan mengikat secara hukum perjanjian adalah bukan didasarkan atas bentuk perjanjian tersebut, apakah bentuknya tertulis atau lisan, namun melaikan pada keterpenuhinya syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Artinya sepanjang perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya. Sekarang akan menjelaskan mengenai sewa menyewa. Menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum perdata Sewa menyewa adalah “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. “9

9 Budiman N.P.D Sinaga, 2005. Hukum Perjanjian & Penyeleseian Sengketa dari Perspektif Sekretaris, Jakarta : Raja Grfindo Persada
Dari pengertian di atas, dapat diambil pemahaman bahwa sewa menyewa memiliki unsur:
1. Adanya perjanjian (persetujuan) antara pihak;
2. Adanya objek yang diperjanjikan;
3. Adanya batas waktu;
4. Adanya harga dan pembayaran.
Undang-Undang telah tegas mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa. Menurut Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum perdata kewajiban pihak yang menyewakan adalah sebagai berikut: :
a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.
Sedangkan pihak penyewa memiliki kewajiban utama berupa (Pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum perdata):
a. memakai benda sewaan sebagai penyewa yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan pada benda itu menurut perjanjian;
b. membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan.
Dikaitkan dengan permasalahan yang tidak mau membayar sewa barang tersebut. Menurut , sudah ingkar janji atas perjanjian yang telah dibuat (wanprestasi), walaupun barang tersebut sudah kembalikan dan perjanjian dengan cara lisan. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Kecuali dapat membuktikan bawa tidak terjadi perjanjian antara dan pemilik barang. Karena sudah dilaporkan kepolisi karena perjanjian lisan tersebut maka   harus memiliki bukti dan saksi bawa memang benar tidak terjadi perjanjian sewa menyewa. Sekarang akan menjelaskan mengenai cara membuktikan suatu perjanjian secara lisan jika salah satu pihak ingkar janji (Wanprestasi). Berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang
Hukum perdata dan Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) (“HIR”), alat-alat bukti itu sendiri dalam hukum perdata ada bermacam-macam yang terdiri atas:
1. bukti tertulis;
2. bukti saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.
Berdasarkan penjelasan pasal di atas jika perjanjian lisan, maka bukti yang digunakan untuk membuktikan eksitensi perjanjian tersebut adalah saksi. Akan tetapi, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyatakan” keterangan seorang saksi saja tampa suatu alat bukti lainnya di muka pengadialan tidak boleh dipercaya” ketentuan ini berati keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan bukti atau dikenal Unu Testis, Nullus testis (satu saksi bukan saksi). Sehingga disarankan dalam perbuatan perjanjian lisan, setidaknya harus terdapat lebih dari satu orang saksi sebagai bukti apabila dikemudian hari salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi) atau terjadi pertentangan terkait dengan perjanjian tersebut. Saran   dalam masalah yang alami, sebaiknya di selesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan si penyewa barang, karena jalur hukum membutuhkan biaya yang lebih besar dan waktu. Demikian jawaban dari , semoga bermanfaat. Dasar Hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum perdata;
2. Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/ Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan.
Berdasarkan uraian tersebut implikasi hukum covid-19 dalam perjanjian sewa menyewa dekorasi pernikahan menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata bahwa para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya. Berdasarkan penjelasan
pasal diatas tidak menyebutkan secara tegas mengenai “perjanjian secara tertulis” Kitab Undang-Undang Hukum perdata hanya mendefinisikan perjanjian sebagaimana perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Meskipun demikian, secara garis besar perjanjian dapat dibagai atas bentuknya yaitu secara lisan dan tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta ontentik atau akta dibawa tangan. kekuatan hukum kedua jenis perjanjian ini sesunggunya tidak terletak pada bentuknya yaitu apakah tertulis apa lisan. Akan tetapi, yang perlu diingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian. 10
2. Akibat hukum dari overmacht yang disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19.
Purwahid Patrik mengemukakan syarat diberlakukannya suatu keadaan memaksa, yaitu adanya suatu halangan dalam memenuhi kewajiban, halangan tersebut muncul bukan disebabkan atas kesalahan debitur atau resiko debitur.11 Sedangkan, R. Subekti dalam Amran Suadi menyatakan overmacht terjadi karena keadaan tesebut terjadi diluar kekuasaan debitur dan memaksa, keadaan tersebut merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diketahui terjadinya pada saat perjanjian itu dibuat, dan setidak- tidaknya resiko tidak dipikul oleh debitur.12 Keadaan memaksa memiliki unsur-unsur yaitu: peristiwa atau keadaan yang tidak terduga; tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; tidak ada itikad buruk dari debitur; adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur; keadaan itu menghalangi debitur berperjanjian sewa menyewa dekorasi pernikahan; jika perjanjian sewa menyewa dekorasi pernikahan dilaksanakan maka akan terkena larangan; keadaan di luar kesalahan debitur; debitur tidak gagal berperjanjian sewa

10 Amran Suadi, 2018. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum, Jakarta: Prenadamedia Grup
11 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan Undang-Undang), (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 18.
12 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Penemuan dan Kaidah Hukum), (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 116.
menyewa dekorasi pernikahan (menyerahkan barang); kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun; debitur tidak terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur keadaan memaksa tersebut, maka debitur tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi, dan dalam hal perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur atau terhapus. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 1444 ayat 1 dan ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, dijelaskan pula tentang pemenuhan ganti rugi yang berbunyi:
a. Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya
b. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga. Hal inilah yang menyebabkan keadaan memaksa disebut sebagai rechtvaardigings-grond atau dasar hukum yang membenarkan. Istilah overmacht tidak hanya dikenal dalam ranah Hukum Perdata saja, melainkan terdapat pula dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dijelaskan bahwa seorang tertuduh tidak boleh dihukum apabila tindak pidana yang dilakukannya itu dalam keadaan overmacht. Dari ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidanapun suatu perbuatan yang onrechtmatigedaad, tetapi dilakukan di bawah tekanan atau pengaruh overmacht akan melepaskan si pelanggar dari tuntutan. Pasal atau klausul yang mengatur tentang keadaan memaksa atau overmacht dalam sebuah perjanjian adalah hal yang sudah biasa ada. Dalam hukum perjanjian, segala hal yang telah disepakati para pihak akan menjadi hukum yang mengikat para pembuatnya. Apabila dalam hal ini para pihak tidak mencantumkan klausula keadaan memaksa atau overmacht dalam perjanjian, maka dapat mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1245 Kitab
Undang-Undang Hukum perdata yang sifatnya melengkapi isi perjanjian, dengan syarat debitur harus mampu membuktikan kegagalannya memenuhi perjanjian sewa menyewa dekorasi pernikahan diakibatkan peristiwa tidak terduga atau diluar kehendaknya. Timbul masalah baru apabila para pihak mengatur sebaliknya dalam suatu klausula perjanjian, yaitu tidak memasukkan epidemi penyebaran virus menjadi salah satu jenis dari keadaan overmacht, sehingga hal ini tidak bias digolongkan sebagai keadaan memaksa. Dengan penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional pada tanggal 14 Maret 2020. Achmad Yurianto sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk kasus Covid-19 tanggal 15 Maret 2020 diKomplek Istana Negaramenjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat tiga jenis bencana yang dibedakan dalam aturan ini, yaitu Bencana Alam, Bencana Nonalam, dan Bencana Sosial.Penyebaran virus Covid-19 dikategorikan kedalam jenis bencana nonalam.
Pengertian bencana non alam dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Penanggulangan Bencana diartikan sebagai suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang disebabkan beberapa hal misalnya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dan kebijakan pemerintah daerah maupun nasional yang memberlakukan lockdown atau social distancing pembatasan jalur masuk antar daerah, serta meminta seluruh masyarakat untuk stay at home (berdiam diri dirumah)atau work from home (kerja dari rumah) secara langsung menghambat pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dekorasi pernikahan atau kewajiban dalam suatu kontrak perjanjian, sehingga menyebabkan hal ini dapat digolongkan dalam keadaan memaksa atau overmahcht. Terhalangnya suatu pihak untuk memenuhi perjanjian sewa menyewa dekorasi pernikahan akibat kondisi ini termasuk dalam keadaan keadaan memaksa atau overmahcht, sehingga risiko yang ditimbulkan karenanya ditanggung bersama oleh para pihak dalam perjanjian, kecuali sudah ditentukan dan diatur siapa yang menanggung risiko
jika terjadi keadaan memaksa atau overmacht oleh para pihak. Dari beberapa pendapat para ahli hukum Indonesia dapat disimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 dianggap sebagai suatu keadaan memaksa atau overmacht, sehingga dapat dijadikan alasan bagi debitur untuk menunda atau tidak melaksanakan perjanjian sewa menyewa dekorasi pernikahan sesuai perjanjian, dengan ketentuan debitur tersebut mampu memberikan alasan bahwa kegagalan memenuhi perjanjian bukan karena dirinya, melainkan karena sesuatu yang tak dapat diprediksi, dan tak dapat dihindari yaitu Covid-19. Contohnya yaitu dalam perjanjian jual beli melalui situs perbelanjaan online yg ada di Indonesia, dimana setelah kreditur membayar sejumlah uang untuk barang yang dipesannya, debitur memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang tersebut pada tanggal yang sudah diperjanjikan, dan harus sampai pada tanggal yang sudah disepakati. Dalam kasus ini, debitur sudah mengirimkan barang sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, akan tetapi karena adanya pembatasan penerbangan di setiap bandara di provinsi-provinsi Indonesia akibat Pandemi Covid-19, barang yang dikirimkan tidak dapat diterima kreditur sesuai dengan tanggal yang telah disepakati. Dalam hal ini, kreditur tidak dapat menuntut pertanggungjawaban debitur tersebut, akan tetapi debitur tersebut harus mampu memberikan alasan bahwa kegagalan memenuhi perjanjian bukan karena dirinya, melainkan karena sesuatu yang tak dapat diprediksi, dan tak dapat dihindari yaitu akibat dari pembatasan karena Covid-
19. Untuk menghindari sengketa, para pihak dapat mengambil langkah yang salah satunya dengan melakukan renegosiasi perjanjian atau mengatur ulang perjanjian sewa menyewa dekorasi pernikahan yang harus dilakukan sampai kondisi kembali normal.
Berdasarkan uraian tersebut bahwa akibat hukum dari overmacht yang disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19 menggunakan asas pacta sunservanda karena terhalangnya suatu pihak untuk memenuhi perjanjian sewa menyewa dekorasi pernikahan akibat kondisi ini termasuk dalam keadaan memaksa atau overmahcht, sehingga risiko yang ditimbulkan karenanya ditanggung bersama oleh para pihak dalam perjanjian, kecuali
sudah ditentukan dan diatur siapa yang menanggung risiko jika terjadi
overmacht oleh para pihak
KESIMPULAN
Simpulan dalam penelitian ini yaitu
1. Implikasi hukum covid-19 dalam perjanjian sewa menyewa dekorasi pernikahan menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata bahwa para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya.
2. Akibat hukum dari overmacht yang disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19 bahwa menggunakan asas pacta sunservanda.
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